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ABSTRAK 

Gugatan warga negara (citizen lawsuit) merupakan bentuk gugatan dimana 

setiap masyarakat suatu negara diberikan hak untuk mengajukan gugatan, 

terhadap perbuatan pejabat pemerintahan yang melanggar hukum publik. Dalam 

hal ini sebelum adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 

Administrasi Pemerintahan, objek yang menjadi sengketa gugatan warga negara 

acap kali diasosiskan sebagai kewenengan dari Peradilan Umum karena dasar 

hukumnya merupakan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. Namun setelah ada undang-undang tersebut maka objek sengketa 

gugatan warga negara, yakni perbuatan melawan hukum badan dan/atau pejabat 

pemerintahan menjadi di bawah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Meskipun telah jelas bahwa objek sengketa gugatan warga negara berada di 

bawah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, namun terkait bentuk gugatan 

warga negara sendiri belum memiliki dasar hukum yang jelas. Hal yang kerap 

menjadi pertentangan dalam gugatan warga negara adalah kedudukan hukumnnya, 

yang mana dipandang bertentangan dengan prinsip point d’interest poin d’action 

karena membawa kepentingan publik. Selain itu, apabila sudah berada di bawah 

kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara akan seperti apa tata beracaranya. Hal-

hal tersebut lah yang akan penulis coba jelaskan dalam penulisan hukum ini. 

Adapun pada penulisan hukum ini, digunakan metode analisis data kualitatif dan 

metode pendekatan yuridis normaitf berdasar pada bahan hukum primer dan 

sekunder.  
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ABSTRACT 

Citizen lawsuit is a form of lawsuit that given citizen of a country right to 

sue againts government action that transgress public law. In this suit concept, 

before Law Number 30 of 2014 exsist, the dispute object normally being under the 

autority of General Court because the legal base was unlawful act that regulated 

in Civil Code. However after the Law Number 30 of 2014 exsist, those dispute 

object becomes the Administrative Court’s Authority. Even though the dispute 

object already being under the authority of Administrative Court, but still the 

citizen lawsuit does not have a really clear and strong legal basis. There is a few 

dissagreement about the implementation of citizen lawsuit in Indonesia. The main 

problem of those dissagreement is about legal standing, which is not in 

accordance with the principal of point d’interest poin d’action. Beside of it, 

another thing that frequently being a question is about the proceedings of citizen 

lawsuit. Those are the things that writer tries to explain in this legal research.  

In process of writing this legal research used a normative juridical approach 

based on primary and secondary legal materials. Also the data analysis used was 

qualitative analysis method. 
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